Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Analisis Imﬁl ementas Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian
Uang pada Komisi Pemberantasan Korupsi = Analysis of the

ImpI ementatlon of Policiesfor Handlln%M oney Laundering at the
Corruption Eradication Commission (K

Haliem Suharso, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20526373& lokasi=lokal

Penerapan kebijakan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Komisi Pemberantasan
Korups (KPK) sudah diterapkan sejak tahun 2012, yang kemudian dilanjutkan pada KPK periode 2015-
2019 yang dipimpin oleh Agus Rahardjo. Penanganan TPPU pada periode tersebut terlihat meningkat dari
KPK periode sebelumnya, dengan jumlah penanganan perkara sebanyak 21 perkara TPPU. Namun perkara
TPPU yang hanya sebanyak 21 perkara tersebut menjadi kritikan dari para ahli dan masyarakat sipil yang
menyebutkan bahwa KPK tidak maksimal menangani TPPU dengan hanya melaksanakan 4 persen dari 542
perkara korupsi yang ditangani pada 2016- 2019, oleh sebab itu penulis mencoba untuk mengetahui
bagaimana implementasi kebijakan penanganan TPPU pada KPK serta mengetahui apa sajakah faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan, melalui pendekatan Normalization Process Theory atau NPT
(May& Finch, 2009), yang menekankan pada analisis mengenai pemahaman penentu kebijakan tentang
sebuah kebijakan (coherence), siapa yang melaksanakan kebijakan dan bagaimana keterlibatan mereka
(cognitive participation) bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan (collective action) dan juga bagaimana
kebijakan dipahami setelahny (reflexive monitoring). Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan TPPU, dengan pendekatan 7C Protocol
(Cloete et a, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan paradigma post-
positivism, pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dapat disimpulkan bahwa

pel aksanaan kebijakan penanganan TPPU pada KPK telah berjalan optimal, hal tersebut terlihat pada
dimensi coherence, terlihat penentu kebijakan sudah memahami tentang hal pembeda mengenai penanganan
TPPU dari kebijakan Pimpinan KPK sebelumnya, dan juga memahami tentang manfaat dari pelaksanaan
TPPU bagi KPK, yaitu untuk memaksimalkan pemulihan aset. Pada dimensi cognitive participation,
menunjukkan bahwa petugas pel aksana terutama Penyidik memang dengan kesadarannya memutuskan
terlibat dalam kebijakan dan mereka juga menyadari tentang pentingnya penanganan TPPU bagi kegiatan
Penyidikan mereka. Selain itu pada dimensi collective action, juga menunjukkan bahwa para pelaksanatelah
terjalin kepercayaan dalam melaksanakan tugas yang ditunjang pula dengan adanya usaha pembagian
pekerjaan yang tepat. Pelaksanaan kebijakan masih ada catatan dalam hal kurang adanya forum yang
dilembagakan untuk memantau dan menilai kelanjutan proses dan dampak penanganan TPPU tersebut. Hal
tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, commitment |lembaga terhadap penanganan
TPPU, communication penyampaian tentang urgensi pelaksanaan TPPU dan juga kurang jelasnya content
kebijakan tentang TPPU, sehingga penelitian ini menyarankan perbaikan dalam hal komunikasi, komitmen
lembaga dan kejelasan kriteria untuk penanganan TPPU oleh KPK.

...... The implementation of the policy for handling the Crime of Money Laundering (ML) at the Corruption
Eradication Commission (KPK) has been implemented since 2012, which was then continued at the 2015-
2019 KPK period led by Agus Rahardjo. The handling of money laundering offenses during this period
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seemed to have increased from the previous period's Corruption Eradication Commission, with atotal of 21
cases of money laundering offenses. However, there are only 21 ML cases that have been criticized by
experts and civil society who say that the KPK is not optimal in handling money laundering offenses by
only carrying out 4 percent of the 542 corruption cases handled in 2016-2019, therefore the author triesto
find out how the implementation Policies for handling money laundering offenses at the KPK and knowing
what factors influence policy implementation, through the Normalization Process Theory approach (May &
Finch, 2009), which emphasizes the analysis of policy makers understanding of a policy (coherence), who
implements the policy and how they are involved (cognitive participation) how the policy isimplemented
(collective action) and also how the policy is understood afterwards (reflexive monitoring). Thisresearch is
also intended to determine the factors that influence the implementation of policies for handling money
laundering offenses, using the 7C Protocol approach (Cloete et al, 2018). This study uses a qualitative
research approach and a post-positivism paradigm, collecting data through interviews and literature studies,
it can be concluded that the implementation of policies for handling money laundering offenses at the KPK
has been running optimally, this can be seen in the coherence dimension, it appears that policy makers have
understood the differentiating things regarding the handling of money laundering offenses. from the
previous KPK leadership policies, and also understand the benefits of implementing money laundering
offences for the KPK, namely to maximize asset recovery. In the cognitive participation dimension, it shows
that implementing officers, especially investigators, have consciously decided to be involved in policies and
they are also aware of the importance of handling money laundering offenses for their investigative
activities. In addition to the collective action dimension, it also shows that the implementers have
established trust in carrying out their duties which is also supported by the proper division of work. Thereis
still a note in the implementation of the policy in terms of the lack of an institutionalized forum to monitor
and assess the continuation of the process and the impact of the handling of money laundering offences.
This happens because it is influenced by several factors, namely, the commitment of the institution to the
handling of money laundering offenses, communication delivery about the urgency of the implementation of
money laundering offenses and also the lack of clarity on policy content regarding money laundering, so this
research suggests improvements in terms of communication, institutional commitment and clarity of criteria
for handling money laundering offenses by the KPK.



